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ABSTRAK 

 

 

UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, menetapkan peraturan baru yang berkaitan 

dengan ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). 

Dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa untuk pelaku UMKM, kewajiban bersertifikat halal 

didasarkan atas pernyataan pelaku UMKM (self declare) yang dilakukan berdasarkan standar 

halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Selain itu, pengajuan sertifikasi halal oleh UMKM tidak 

dikenai biaya. Kemudahan bagi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal tersebut merupakan 

bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM untuk lebih berdaya saing.. 

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis 

normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses 

guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan 

masalahPenelitian ini menggunkan metode pendekatan perundang-undangan (satute 

approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).  

Sebagai kesimpulan, Pertama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal (JPH) yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Cipta Kerja telah memperkuat kerangka hukum sertifikasi halal di Indonesia, khususnya bagi 

pelaku UMKM. Regulasi ini bertujuan melindungi hak konsumen Muslim sekaligus 

meningkatkan daya saing produk lokal melalui penyederhanaan proses sertifikasi, seperti 

pembebasan biaya bagi UMKM dan percepatan prosedur administrasi, Namun, 

implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM 

terhadap alur sertifikasi, koordinasi antarlembaga (BPJPH, MUI, dan LPH), serta kekosongan 

hukum terkait sanksi bagi produk yang belum bersertifikat. Kedua, Sertifikasi halal bagi 

UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman 

pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi, rendahnya kesadaran akan kewajiban sertifikasi, 

serta keyakinan bahwa produk mereka sudah halal tanpa perlu sertifikasi resmi. Selain itu, 

kompleksitas birokrasi, biaya, dan kurangnya sumber daya pendampingan turut menghambat 

proses sertifikasi. 

 

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Efektivitas 

Hukum.  
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ABSTRACT 

 

 

The Job Creation Law amends, removes, and establishes new regulations related to the 

provisions of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH). The 

Job Creation Law states that for MSME actors, the obligation to be halal certified is based 

on their statement (self-declare), which is carried out based on the halal standards set by 

BPJPH. In addition, the submission of halal certification by MSMEs is free of charge. The 

convenience for MSME actors in halal certification is a form of government support for 

MSMEs to be more competitive. 

The type of research used when compiling the thesis is normative legal research 

(normative legal research method). Normative legal research is a process to find a regulation, 

principle, or legal doctrine to solve a problem. This research uses the statutory approach 

method (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). 

In conclusion, first, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance 

(JPH) as amended by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has strengthened the 

legal framework for halal certification in Indonesia, especially for MSMEs. This regulation 

aims to protect the rights of Muslim consumers while increasing the competitiveness of local 

products by simplifying the certification process, such as exemption of fees for MSMEs and 

acceleration of administrative procedures. However, its implementation still faces challenges, 

such as the lack of understanding of MSMEs regarding the certification process, coordination 

between institutions (BPJPH, MUI, and LPH), and legal vacuum regarding sanctions for 

products that have not been certified. Second, halal certification for MSMEs in Indonesia still 

faces various obstacles, such as the lack of understanding of business actors about the 

importance of certification, low awareness of certification obligations, and the belief that their 

products are already halal without the need for official certification. In addition, bureaucratic 

complexity, costs, and lack of assistance resources also hamper the certification process. 
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